: p-ISSN 1410-153X
/ W Vol. 25 No. 2, Mei 2020 e-ISSN 2541-2191

No. Akreditasi: 36/E/KPT/2019



JURNAL

Gerakan 1000 Sahabat Jurnal Perempuan PEREMPUAN

Pemerhati Jurnal Perempuan yang baik,

Jurnal Perempuan (JP) pertama kali terbit dengan nomor 01 Agustus/September 1996
dengan harga jual Rp 9.200,-. Jurnal Perempuan hadir di publik Indonesia dan terus-
menerus memberikan yang terbaik dalam penyajian artikel-artikel dan penelitian yang
menarik tentang permasalahan perempuan di Indonesia.

Tahun 1996, Jurnal Perempuan hanya beroplah kurang dari seratus eksemplar yang didistribusikan sebagian
besar secara gratis untuk dunia akademisi di Jakarta. Kini, oplah Jurnal Perempuan berkisar 3000 eksemplar
dan didistribusikan ke seluruh Indonesia ke berbagai kalangan mulai dari perguruan tinggi, asosiasi profesi,
guru-guru sekolah, anggota DPR, pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat dan kalangan umum seperti
karyawan dan ibu rumah tangga.

Kami selalu hadir memberikan pencerahan tentang nasib kaum perempuan dan kelompok minoritas lainnya
melalui kajian gender dan feminisme. Selama perjalanan hingga tahun ini, kami menyadari betapa sangat
berat yang dihadapi kaum perempuan dan betapa kami membutuhkan bantuan semua kalangan termasuk
laki-laki untuk peduli pada perjuangan perempuan karena perjuangan ini.

Jurnal Perempuan menghimbau semua orang yang peduli pada Jurnal Perempuan untuk membantu
kelangsungan penerbitan, penelitian dan advokasi Jurnal Perempuan. Tekad kami adalah untuk hadir
seterusnya dalam menyajikan penelitian dan bacaan-bacaan yang bermanfaat untuk masyarakat Indonesia
dan bahkan suatu saat dapat merambah pembaca internasional. Kami berharap anda mau membantu
mewujudkan cita-cita kami.

Bila anda percaya pada investasi bacaan bermutu tentang kesetaraan dan keadilan dan peduli pada
keberadaan Jurnal Perempuan, maka, kami memohon kepada publik untuk mendukung kami secara finansial,
sebab pada akhirnya Jurnal Perempuan memang milik publik. Kami bertekad menggalang 1000 penyumbang
Jurnal Perempuan atau 1000 Sahabat Jurnal Perempuan. Bergabunglah bersama kami menjadi penyumbang

sesuai kemampuan anda:
SJP Mahasiswa S1 : Rp 150.000,-/tahun
SJP Silver : Rp 300.000,-/tahun
SJP Gold : Rp 500.000,-/tahun
SJP Platinum : Rp 1.000.000,-/tahun
O SJP Company : Rp 10.000.000,-/tahun

Formulir dapat diunduh di http://www.jurnalperempuan.org/sahabat-jp.html

Ooooao

Anda akan mendapatkan terbitan-terbitan Jurnal Perempuan secara teratur, menerima informasi-informasi
kegiatan Jurnal Perempuan dan berita tentang perempuan serta kesempatan menghadiri setiap event Jurnal
Perempuan.

Dana dapat ditransfer langsung ke bank berikut data pengirim, dengan informasi sebagai beriktut:
- Bank Mandiri Cabang Jatipadang atas nama Yayasan Jurnal Perempuan Indonesia
No. Rekening 127-00-2507969-8
(Mohon bukti transfer diemail ke ima@jurnalperempuan.com)

Semua hasil penerimaan dana akan dicantumkan di website kami di: www.jurnalperempuan.org

Informasi mengenai donasi dapat menghubungi Himah Sholihah (Hp 081807124295,
email: ima@jurnalperempuan.com).
Sebagai rasa tanggung jawabkami kepada publik, sumbangan anda akan kami umumkan pada
tanggal 1 setiap bulannya di website kami www.jurnalperempuan.org dan dicantumkan dalam
Laporan Tahunan Yayasan Jurnal Perempuan.

Salam pencerahan dan kesetaraan,

Gadis Arivia
(Pendiri Jurnal Perempuan)



Pere

untuk pencerahan dan kesetaraan

PENDIRI
Dr. Gadis Arivia

Prof. Dr. Toeti Heraty Noerhadi-Roosseno

Ratna Syafrida Dhanny
Asikin Arif (Alm.)

DEWAN PEMBINA
Dr. Gadis Arivia

Prof. Dr. Toeti Heraty Noerhadi-Roosseno

Mari Elka Pangestu, Ph.D.
Svida Alisjahbana

DEWAN REDAKSI
Prof. Dr. Sulistyowati Irianto
Prof. Sylvia Tiwon
Prof. Saskia Wieringa
Prof. Dr. Musdah Mulia
Dr. Nur Iman Subono
Mariana Amiruddin, M.Hum
Yacinta Kurniasih, M.A.
Soe Tjen Marching, Ph.D
Dr. Andi Achdian

DIREKTUR & PEMIMPIN REDAKSI
Dr. Atnike Nova Sigiro

SEKRETARIS REDAKSI
Abby Gina Boangmanalu

REDAKSI
Andi Misbahul Pratiwi
Dewi Komalasari
Octania Wynn

mpuan 105

‘141 EIH‘I 233

SAHABAT JURNAL PEREMPUAN &
MARKETING
Himah Sholihah
Gery Andri Wibowo

LUKISAN SAMPUL
“Everyone busy with their own”
(Restu Ratnaningtyas,
Pensil warna di atas kertas, 2013)
Koleksi: Natasha Sidharta

DESAIN & TATA LETAK
Dina Yulianti

HOTLINE PELANGGAN:
Andri Wibowo/Gery: 0813 1869 2350
(SMS/WA)

ALAMAT REDAKSI:

JI. Karang Pola Dalam Il No. 9A, Jati Padang
Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12540
Telp./Fax (021) 2270 1689
E-mail: yjp@jurnalperempuan.com
redaksi@jurnalperempuan.com
Twitter: @jurnalperempuan
Facebook: Yayasan Jurnal Perempuan

WEBSITE
www.jurnalperempuan.org
www.indonesianfeministjournal.org
ISSN 1410-153X
e-ISSN 2541-2191

Cetakan Pertama, Mei 2020

Afiiliated with:

PLAN

INTERNATIONAL

YAYASAN PLAN
INTERNATIONAL
INDONESIA




2

wwmal
Pérémpuan 105
Hak Anak dan

Keadilan Gender

Daftar Isi

Catatan Jurnal Perempuan
Hak Anak dan Keadilan Gender

TOpIk Empu

Karakter Kerentanan Anak Perempuan Terhadap Eksploitasi

Seksual Komersial (ESKA): Studi Kasus di Lombok dan Jakarta ...

Bagus Yaugo Wicaksono

* Ancaman terhadap Hak Anak: Refleksi dari Situasi Bencana
di Indonesia

Dini Widiastuti

* Anak Perempuan Menggapai Mimpi Menjadi Pemimpin:

Studi Kasus Program ‘Girls Take Over’ di Indonesia ......cccoocceevereeenne.

Nazla Mariza

¢ Urgensi Manajemen Kebersihan Menstruasi di Sekolah

dalam Kerangka Hak Anak: Studi Kasus di 6 Sekolah .....................

Silvia Anastasia Landa & Novika Noerdiyanti

Riset
Menghapus Perkawinan Anak dalam Undang-Undang

Perkawinan di Indonesia melalui Teori Hukum Feminis dan
Pendekatan Hak Anak

Atnike Nova Sigiro

Wawancara
Santi Kusumaningrum: Keterkaitan Hak Anak dan Keadilan
Gender Diperlukan Dalam Kebijakan untuk Mengakhiri

Penyisihan Sosial di Indonesia

Abby Gina

Kata Makna

4-6

7-31

32-55

56-79

80-107

108-141

143-156

157-161



Profil
Rama Sayudhia, Anak Laki-Laki yang Bicara Tentang Kesehatan

Reproduksi & Melawan Perkawinan Anak 163-170

Andi Misbahul Pratiwi

Resensi Buku

Potret dan Praktik Perkawinan Anak 171-176

Octania Wynn

Rubrlk Budaya
Cerpen: Niraksara 178-182
Alya Fathinah

e Puisi: Reformasi Dikorupsi 183-184
Citra Benazir

Indeks 185-190

Keterangan:

Lukisan sampul “Everyone busy with their own”
(Restu Ratnaningtyas, Pensil warna di atas kertas, 2013)
Koleksi: Natasha Sidharta

3
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Hak Anak dan Keadilan Gender

Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child/CRC) dan
Konvensi Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan (Convention
on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women/CEDAW)
mengenali dan mengakui dimensi gender di dalam perlindungan hak anak.
Selain menghadapi persoalan yang secara umum dihadapi oleh anak-
anak, seperti akses terhadap pendidikan, dan kesehatan, anak perempuan
juga menghadapi persoalan-persoalan spesifik yang berbasis gender,
diantaranya: kehamilan dini, perkawinan anak, akses terhadap pendidikan
lebih rendah dibanding anak laki-laki, dan kerentanan terhadap kekerasan
seksual.

Dimensi keadilan gender pada anak penting untuk dipahami karena
identitas gender seseorang akan membentuk dan membatasi pengalaman
seorang anak. Selain itu, dimensi keadilan gender juga menentukan
sejauh mana hak anak diakui dan dilindungi. Pentingnya pemahaman atas
dimensi keadilan gender dalam hak anak inilah yang diangkat dalam Jurnal
Perempuan edisi Hak Anak dan Keadilan Gender ini.

Feminisme menjelaskan persoalan hak anak dalam kaitannya dengan
identitas gender anak dan berbagai konsep yang membongkar ketimpangan
relasi kuasa yang dialami anak, sebagaimana relasi kuasa yang dialami
oleh perempuan. Beberapa konsep dan pendekatan feminisme seperti
interseksionalitas (intersectionality), teori feminisme hukum, hak kesehatan
reproduksi dan seksual, dan lainnya, misalnya, dapat menjelaskan bagaimana
anak cenderung tersisihkan dari pembuatan-pembuatan keputusan yang
terkait erat dengan kehidupan anak.

Pengarusutamaan keadilan gender ke dalam berbagai peraturan
perundang-undangan maupun kebijakan dan program pembangunan
terkait anak perlu dilakukan untuk memperkuat perlindungan hak anak
di Indonesia. Salah satu perubahan positif dalam kerangka normatif
perlindungan hak anak di Indonesia yang patut dicatat adalah penetapan
Undang-undang No.16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-
undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Perubahan UU Perkawinan
ini telah menghapus legitimasi atas perkawinan anak perempuan yang telah
berlaku sejak tahun 1974. Pengalaman gerakan perempuan, gerakan hak
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anak, gerakan pembaruan hukum, dan berbagai individu serta organisasi
masyarakat sipil ini merupakan catatan penting dalam upaya penghapusan
perkawinan anak di Indonesia.

Kondisi Indonesia yang beragam baik dari segi geografis, sosiologis,
ekonomi, maupun budaya juga membutuhkan pemahaman yang
komprehensif terhadap keberagaman situasi dan tantangan yang dihadapi
oleh anak. Persoalan eksploitasi seksual komersil terhadap anak (ESKA)
misalnya, juga perlu dipahami dari sudut pandang geografis dan sosiologis.
Perkembangan industri wisata di suatu wilayah misalnya, turut mendorong
kerentanan terjadinya ESKA. Selain perkembangan wilayah, Indonesia juga
rentan terhadap bencana alam. Di saat bencana, anak dan perempuan
merupakan kelompok masyarakat yang cenderung lebih rentan mengalami
kekerasan, sehingga penanganan bencana alam juga membutuhkan
pendekatan berbasis hak anak dan keadilan gender. Ruang aman bagi anak
perempuan di saat pengungsian dapat mencegah terjadinya kekerasan
seksual di saat bencana.

Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi (HKSR) merupakan salah satu isu
penting baik bagi perempuan maupun anak perempuan. Salah satu cara
memperkuat perlindungan hak anak dalam HKSR dalah dengan memperkuat
pendidikan dan juga fasilitas kesehatan reproduksi bagi anak perempuan
di sekolah. Program Manajemen Kesehatan Menstruasi (MKM) merupakan
salah satu contoh penguatan HKSR bagi anak perempuan di sekolah, namun
sayangnya program semacam ini belum mendapatkan perhatian dan
dukungan yang cukup baik dari pemerintah maupun masyarakat.

Konvensi Hak Anak telah merumuskan empat prinsip utama dalam
perlindungan hak anak, yaitu non-diskriminasi, kepentingan terbaik anak,
hak untuk hidup dan berkembang, dan partisipasi anak. Prinsip-prinsip ini
menempatkan dan berusaha memastikan bahwa anak merupakan subjek
hak asasi yang bukan semata-mata menjadi objek yang harus dilindungi
tetapi juga menjadi subjek hak yang memiliki hak dan kemampuan untuk
berpartisipasi.

Partisipasi penuh perempuan di ruang publik dalam berbagai profesi
dapat dicapai jika perempuan juga mempelajari dan mengalami konsep dan
praktik partisipasi sejak masa kanak-kanak. Pengalaman program ‘Girls Take
Over'yang dikembangkan oleh Plan International Indonesia memperlihatkan
bahwa kegiatan belajar menjadi pemimpin di sektor publik yang diikuti
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oleh anak-anak perempuan, dapat meningkatkan kepercayaan diri dan
agensi anak perempuan. Tak hanya itu, program partisipasi anak perempuan
menjadi pemimpin ini juga dapat membangun kesadaran publik tentang
pentingnya ruang aman bagi anak perempuan.

Diskriminasi dan ketimpangan gender dialami oleh perempuan sejak
masa kanak-kanak. Ketimpangan gender yang dialami oleh anak perempuan
akan menentukan kapabilitas mereka di usia dewasa. Maka perlindungan
terhadap hak anak tidak dapat dilepaskan dari dimensi keadilan gender.
Oleh sebab itu, upaya untuk mendorong keadilan gender, memperkuat
representasi perempuan, dan menghapuskan diskriminasi terhadap
perempuan, harus dilakukan sejak masa kanak-kanak. Sehingga, agenda
perlindungan hak anak juga merupakan bagian dari agenda feminisme
untuk mendorong keadilan gender. Selamat membaca!(Atnike Nova Sigiro)
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Abby Gina
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r.Santi Kusumaningrum saat ini menjabat sebagai Direktur PUSKAPA
DUI (Pusat Kajian Perlindungan dan Kualitas Hidup Anak Universitas

Indonesia). Bidang keahliannya adalah riset, menajemen program,
kebijakan publik dan intervensi model, terutama pada perlindungan sosial
dan akses keadilan untuk mengatasi kerentanan yang memengaruhi anak-
anak dan keluarga. Selama lebih dari 15 tahun, Santi secara konsisten
bekerja untuk mendorong sistem dan layanan yang mendukung inklusi
sosial, kesentosaan, dan daya tahan anak juga memecahkan hambatan
identitas hukum dan sosial yang dapat membuka akses anak pada layanan
publik, keadilan, dan kesempatan. Dalam kerja-kerjanya, Santi menjadikan
data dan keadilan sosial sebagai basis advokasinya. Bagi Santi, jalan menuju
kesempatan yang sama bagi semua anak juga perlu dibangun melalui
perlindungan terhadap individu dewasa yang tersisihkan.

Lulusan sarjana Kriminologi dan Pascasarjana Sosiologi di Universitas
Indonesia, Santi kemudian melanjutkan studi dan meraih gelar Doctor
of Public Health dari Universitas Columbia (Columbia University) di
Amerika Serikat. Sebelum mendirikan PUSKAPA Ul pada tahun 2009, Santi
Kusumaningrum selama lebih dari 6 tahun telah bekerja untuk program
anak di UNICEF Indonesia. Hingga saat ini, bersama PUSKAPA Ul, Santi telah
bekerja sama dengan berbagai pihak, baik pemerintah, masyarakat sipil, dan
juga lembaga internasional di Indonesia dan di negara-negara lain untuk
isu-isu pemenuhan hak anak. Santi telah dua kali memperoleh penghargaan
Columbia University’s Award of Excellence in Global Health, dan telah
menerbitkan hasil risetnya di antaranya di The Lancet, PLoS One, dan BMC
International Health and Human Rights.
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Bagaimana perkembangan pemenuhan hak-hak anak di Indonesia
saat ini? Apakah ada kemajuan dalam bidang pemenuhan hak anak di
Indonesia? Apakah ada kemunduran dalam bidang ini?

Menyatakan ada kemajuan atau kemunduran itu bisa jadi sangat subjektif
jika tidak didukung data-data. Data yang deskriptif pun seringnya tidak bisa
secara langsung menjadi dasar adanya kemajuan atau kemunduran. Kalau
mau menyeluruh, ukuran kemajuan atau kemunduran itu harus bisa diuji
signifikan secara statistik. Selain itu, perubahan positif atau negatif yang
validitasnya tinggi hanya bisa diukur melalui uji atau evaluasi dampak. Itu
teknisnya ya. Saya merasa harus mengatakan itu dulu karena buat saya itu
sangat mendasar. Kerja-kerja di bidang hak-hak anak sering membuat klaim
“maju” atau “mundur” secara anekdotal. Tentunya, saya pun pasti pernah
melakukan ini.

Pemenuhan hak-hak anak memang sebuah bidang yang banyak
dibangun di atas tradisi advokasi, bukan riset. Selain itu, banyak data terkait
yang sulit diperoleh atau diukur dengan mudah. Sehingga memang lebih
banyak data yang bersifat anekdotal yang banyak digunakan sebagai basis.
Tapi itu dulu, sekarang, mungkin lima atau sepuluh tahun belakangan,
kesadaran dan keahlian menggunakan data dan riset dalam advokasi hak-
hak anak mulai menguat. Buat saya, paling tidak kita melihat, mengolah, dan
menggunakan data yang ada sebanyak mungkin. Kalaupun belum lengkap,
itu tetap awal yang bertanggung jawab.

Kebetulan, saya dan tim saya di PUSKAPA membantu Bappenas menyusun
Background Study untuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional (RPJMN) 2020-2024 di bidang perlindungan anak. Patokannya
pelaksanaan RPJMN 2015-2019. Saya coba gunakan data-data dari sana ya.
Berbagai angka yang melihat situasi 2015-2019 bisa menunjukkan adanya
tanda-tanda kemajuan di bidang pembangunan yang terkait dengan anak.
Misalnya, di bidang kesehatan, Angka Kematian Bayi (AKB) pada tahun
2015 adalah 22.23 per 1000 kelahiran, yang telah mencapai target MDGs.
Cakupan imunisasi dasar anak usia 1-2 tahun naik dari 34 persen di tahun
2015 menjadi 46 persen tahun 2017. Di bidang pendidikan, angka partisipasi
PAUD meningkat dari 70 persen pada tahun 2015 menjadi 72 persen di
tahun 2016. Angka partisipasi sekolah SD dan SMP meningkat dari 71 persen
pada tahun 2015 ke 80 persen tahun 2017. Di bidang pengasuhan, Program
Kesejahteraan Sosial Anak Integratif (PKSAI) secara signifikan meningkatkan
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jangkauan layanan anak rentan dan anak yang membutuhkan perlindungan
khusus. Di bidang kesejahteraan, skema-skema perlindungan sosial utama
seperti PIP, PKSA, PKH, yang berfokus pada anak mencapai sekitar 36 persen
anak usia sekolah pada tahun 2015. Selanjutnya, di bidang perlindungan
khusus, lebih dari setengah Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH)
menjalani proses diversi selama 2015.

Sekali lagi, data-data seperti yang di atas bisa memberi tanda-tanda
kemajuan, tetapi sesungguhnya kita perlu informasi yang lebih lengkap dan
sengaja dirancang untuk mengukur dampak jika ingin sungguh-sungguh
menilai keberhasilan program atau kebijakan.

Meski sudah ada tanda-tanda kemajuan, salah satu tantangan yang
masih terlihat adalah kesenjangan antar wilayah. Meskipun cakupan
imunisasi dasar anak usia 1-2 tahun sudah mencapai 46 persen tahun 2017,
masih terdapat wilayah yang cakupannya sangat rendah seperti Aceh (20
persen) dan Papua Barat (13 persen). Prevalensi stunting meskipun sempat
mengalami sedikit penurunan dari 2015 (30 persen) ke 2016 (27,6 persen),
namun kembali meningkat pada 2017 (30 persen) dengan NTT dan Sulawesi
Barat memiliki prevalensi tertinggi pada tahun 2017 (40 persen).

Tantangan berikutnya adalah soal kualitas. Di sektor pendidikan, hanya
separuh dari anak usia Sekolah Dasar (SD) mencapai standar nasional dalam
kemampuan membaca dan hanya seperempatnya yang mencapai standar
nasional matematika walaupun angka partisipasi SD terbilang tinggi pada
tahun 2015. Program Keluarga Harapan (PKH)baru menyasar sekitar 7 persen
dari anak-anak usia 0-18 tahun sementara ada sekitar 14 persen anak yang
berada di bawah garis kemiskinan.

Masih soal kualitas, Susenas 2018 mengestimasi cakupan akta kelahiran
sebesar 84 persen anak (0-17 tahun), naik dari 80 persen di tahun 2015.
Tetapi, cakupan akta kelahiran masih di bawah target untuk kelompok anak
yang lebih muda usianya, misalnya kelompok di bawah lima tahun dan
kelompok di bawah satu tahun. Susenas yang sama mengestimasi cakupan
akta kelahiran untuk balita baru pada 72 persen dan lebih rendah lagi untuk
balita yang lahir di rumah tangga miskin 64.45 persen. Demikian juga dengan
anak di bawah satu tahun yang baru mencapai estimasi 52 persen. Angka
ini menunjukkan masih senjangnya layanan pencatatan kelahiran segera
setelah lahir di Indonesia. Padahal, kualitas akta kelahiran bukan sekadar
akhirnya punya, tetapi punya segera setelah lahir.
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Tantanganyanglain,dan mungkin terberat, adalah sulitnya mendapatkan
data yang valid dan etis tentang perlindungan khusus karena sifatnya yang
tersembunyi dan apabila tidak dilakukan hati-hati, dapat membahayakan
anak. Saat ini masih belum terdapat data prevalensi kekerasan terhadap
anak yang secara meyakinkan bisa digunakan, meskipun upaya melakukan
survei prevalensinya sudah pernah dilakukan dua kali oleh pemerintah, di
tahun 2013 dan di tahun 2018. Pada ABH (Anak Berkonflik dengan Hukum),
meskipun kasus yang melalui diversi meningkat dari tahun ke tahun, jumlah
anak yang dipidana penjara belum menunjukkan bahwa sistem peradilan
sudah lebih berpihak pada anak. Anak yang dipidana penjara justru
meningkat dari Januari 2015 (2621 anak) ke Januari 2018 (2853).

PUSKAPA sudah punya beberapa studi terkini dan mulai melakukan
analisis terhadap beberapa data yang lebih baru dan bisa jadi angka-angka
tersebut sudah bergeser lagi sekarang. Namun, karena belum dipublikasikan
resmi, angkanya belum bisa saya kutip.

Bagaimana situasi perlindungan hak anak perempuan di Indonesia?
Apa persoalan-persoalan utama hak anak yang dihadapi oleh anak
perempuan di Indonesia? Apa urgensi dari mengintegrasikan aspek
keadilan gender dalam kebijakan-kebijakan terkait hak anak?

Secara umum, hak-hak anak itu tidak bisa dipisahkan satu sama lain
(indivisible) dan pemenuhan hak yang satu sangat tergantung pemenuhan
hak yang lain (inter-dependent). Bisa jadi, persoalan pemenuhan hak-hak
anak yang pertama itu ada kaitannya dengan kedua sifat hak tersebut.
Begini, karena saya datang dari cara pandang kebijakan, saya harus bicara
tentang hambatan melindungi anak dalam kebijakan. Di dalam kebijakan,
isu perlindungan hak-hak anak itu sering tidak sengaja terlewat karena
dianggap “sudah diatur di sektor lain,” karena memang sifatnya yang lintas-
sektor dan tak terpisahkan satu sama lain. Di sisi lain, isu perlindungan hak-
hak anak juga sering disalahpahami sebagai isu yang terlalu khusus dan oleh
karenanya dianggap “itu bukan urusan sektor saya, tetapi sektor X Itu baru
dalam tahap perencanaan, belum lagi di bagian pelaksanaan.

Padahal, ketiadaan dukungan sistem berbagai sektor seperti kesehatan,
pendidikan, pengasuhan, serta perlindungan hukum dan HAM untuk
anak akan berdampak pada luaran buruk kesehatan, pendidikan, dan
kesejahteraan sosial anak. Luaran buruk tersebut dapat meningkatkan risiko



Santi Kusumaningrum: Keterkaitan Hak Anak dan Keadilan Gender
Abby Gina Diperlukan Dalam Kebijakan untuk Mengakhiri Penyisihan Sosial di Indonesia

anak mengalami kekerasan, penelantaran, dan diskriminasi. Kekerasan,
penelantaran, dan diskriminasi pada anak akan menyebabkan luaran buruk
kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial anak, yang pada akhirnya
berisiko berdampak negatif pada pembangunan manusia dan ekonomi.
Demikian terus-menerus. Indivisible dan inter-dependent.

Nah, begitu membicarakan kelompok anak tertentu, seperti anak
perempuan, ada faktor kerentanan yang memengaruhi dan harus
diperhitungkan. Kerentanan yang dialami anak perempuan sering
menyebabkan anak-anak perempuan, secara tidak proporsional, mengalami
dampak buruk dari lingkaran yang di atas tersebut. Apa sih itu kerentanan?
Kami di PUSKAPA punya kerangka pemikiran tentang kerentanan yang kami
pakai menggunakan lensa keadilan, yang singkatnya begini: “Kerentanan
adalah kondisi yang secara tidak proporsional dialami individu tertentu akibat
ketiadaan akses karena kemiskinan, keterpencilan, atau keterbatasan mobilitas,
ketimpangan kualitas layanan publik, dan penyisihan berbasis usia, disabilitas,
dan identitas sosial seperti gender, agama, etnis, dan seksual.” Menurut kami,
kerentanan terjadi di dalam tiga lapis (saya gambarkan di sini ya), yang
semakin ke bawah, data yang lengkap semakin sulit diperoleh. Juga, bila
individu mengalami kerentanan di lapis ketiga yang terkait dengan identitas
gendernya karena ia perempuan, maka hampir bisa dipastikan, ia juga telah
mengalami kerentanan di lapis kedua dan pertama. Di setiap lapis tersebut,
fakta bahwa kamu perempuan bisa jadi memperberat situasi yang kamu
hadapi. Misalnya kesulitan akses akibat kemiskinan, bisa jadi dialami secara
berbeda dan lebih buruk dampaknya oleh perempuan. Demikian seterusnya.

Tentunya keadilan gender baru dapat dicapai bila pengembangan
kebijakan kita menggunakan dan memperhatikan konsep kerentanan ini.
Orang sering salah paham begini, dianggapnya kalau kita memperjuangkan
keadilan untuk perempuan, kita abai bahwa banyak laki-laki juga mengalami
kesulitan hidup atau kerentanan ini. Bukan begitu. Perjuangan keadilan
gender sejatinya mengakui bahwa laki-laki juga mengalami banyak kesulitan
hidup, tetapi, sumber kesulitan hidup mereka bukan dan tidak pernah
berasal dari kenyataan bahwa mereka laki-laki. Data juga sudah mulai bisa
menunjukkan itu.
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Faktor apa yang masih menjadi penghalang bagi pemenuhan hak-hak
anak dengan memperhatikan keadilan gender di Indonesia?

Lagi-lagi, kami punya kerangka pemikiran untuk membantu kami
di PUSKAPA memetakan faktor-faktor pendorong dan penarik bagi
ketidakadilan, ketimpangan, dan kekerasan. Kerangka ini, menurut saya, bisa
diaplikasikan untuk menjelaskan, termasuk soal penghalang terpenuhinya
keadilan gender dan hak-hak anak. Ada faktor hambatan struktural, ada
kapasitas penyedia layanan, ada kapasitas individual, dan ada daya-daya
yang menyisihkan. Semua contohnya bisa dilihat di gambar ini.
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Satu faktor dengan yang lain bisa saling memengaruhi dan kesemuanya
beroperasi dalam konteks sosial, budaya, ekonomi, dan politik tertentu.
Mengatasi masalah pengabaian atau bahkan pelanggaran hak-hak anak
harus dengan mengatasi empat-empatnya.

Konvensi Hak Anak mengakui hak anak tidak hanya sebagai penerima
pasif pengasuhan dan perlindungan, tapijugasebagaiindividu-individu
dengan hak-hak yang harus dihormati dan diakuinya keterlibatannya
dalam kehidupan publik, namun di sisi lain ada bias terhadap partisipasi
anak misalnya dalam kehidupan politik. Bagaimana pandangan lbu
tentang partisipasi anak di Indonesia?

Ini salah satu bahasan menarik di dunia hak-hak anak. Saya pernah
menulis opini saya tentang ini juga setelah “demo anak STM” soal RKUHP
beberapa waktu lalu. Ingat ya peristiwa itu?

Ketika itu, dan masih sama sampai sekarang, ada satu fakta yang buat
saya menarik. Atau membingungkan. Bisa dua-duanya. Begini, menurut
saya, dan ini refleksi untuk diri saya sendiri dan lembaga saya, kita orang
dewasa yang bekerja di bidang hak-hak anak mudah dan semangat sekali
bicara tentang hak anak berpartisipasi. Tetapi, kita semua tetap cenderung
gagap setiap ada anak-anak yang berpartisipasi dalam ruang publik tetapi
dinilai kurang santun, mengkritik orang dewasa, atau dianggap “negatif”
Misalnya, waktu anak-anak berdemo, orang dewasa pejuang hak-hak anak
segera bereaksi dengan meminta aparat menyeret provokatornya (yang
diasumsikan orang dewasa) ke Pengadilan. Mudah sekali kita, orang dewasa,
menganggap anak-anak hanya mudah digerakkan dan dimanfaatkan. Atau,
biasanya, kita akan sibuk mengimbau agar para orang tua menjauhkan
anak-anak dari kegiatan yang “negatif” itu. Kita selalu terburu-buru memberi
cap “baik” dan “buruk” untuk anak.

Saya pikir, mendorong hak partisipasi anak menuntut kita untuk
menyiapkan diri dengan respon dari anak-anak. Kita harus mengelola bias
orang dewasa yang ada dalam kepala kita dalam memandang anak sebagai
manusia tanpa kapasitas memilih dan memutuskan. Kita harus ingat soal
agency atau daya dalam diri anak. Semata-mata menjauhkan anak-anak
dari kegiatan di ruang publik yang kita anggap “buruk” bisa jadi secara tidak
langsung juga bentuk kontrol ketat kita terhadap partisipasi anak itu sendiri.
Tentunya ini tidak hitam-putih. Semua orang dewasa ingin melindungi anak-
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anak. Sebisa mungkin kita lindungi mereka dari kegiatan-kegiatan yang bisa
membahayakan mereka atau orang lain. Tetapi kalau tidak hati-hati, niat kita
melindungi malah melanggengkan sensor terhadap pendapat dan ekspresi
sipil dan politik anak kalau tidak cocok dengan selera kita.

Lalu apa dong jalan tengahnya? Saya tidak punya tips praktisnya, karena
ini memang isu yang kompleks dan banyak nuasanya. Tetapi, saya punya
landasan berpikir yang bisa kita pakai untuk mempertimbangkan jalan
keluar yang baik dan kontekstual.

Begini, menurut saya, prinsip partisipasi anak dalam hak-hak anak harus
ditempatkan secara proporsional dalam konteks: 1) kematangan usia dan
kesiapan mental anak, 2) bahwa anak-anak punya hak-hak sipil dan politik
yang dijamin secara internasional. Dalam konteks Indonesia, bahkan, dalam
usia anak (di bawah 18 tahun), ada sebagian anak yang sudah punya hak
suara (mereka yang sudah 17 tahun), dan 3) dalam masa sekarang, anak-anak
bisa dan aktif mengakses berbagai informasi di media sosial, jadi mereka
bukan “tidak tahu apa-apa.”

Nah berdasarkan tiga konteks di atas, saya mengajak diri saya sendiri dan
orang-orang dewasa lainnya untuk mengecek beberapa hal dalam kaitannya
dengan partisipasi anak, yaitu:

Pertama, apakah anak-anak berpartisipasi dalam keadaan merdeka
atas tubuh dan pikirannya? Kalau anak-anak dipaksa atau diancam, maka
partisipasi mereka sudah tidak lagi murni. Tetapi, kita jangan berhenti di
dugaan bahwa anak-anak pasti dieksploitasi. Lihat lagi, periksa lagi, gali lagi,
jangan sampai kita buru-buru menuduh anak-anal diperdaya. Ingat, anak
juga punya agency, hargai itu.

Kedua, apakah anak paham atas risiko-risiko yang dihadapinya? Saya
percaya peran kita sebagai orang dewasa adalah membuka ruang-ruang
aman untuk membicarakan tentang risiko penyuaraan pendapat di ruang
publik dalam berbagai bentuk bersama anak. Termasuk berbagai risiko
pidana yang sayangnya sampai sekarang masih bisa digunakan membatasi
kebebasan berpendapat dan berekspresi. Bicarakan mulai dari di rumah
sampai merangkul jejaring remaja dan anak muda untuk memfasilitasi
diskusi yang lebih luas.

Ketiga, apa kita punya rencana mitigasi yang baik dan siap bila anak ingin
berpartisipasi di ruang publik? Kita bisa kerja sama juga dengan berbagai



Santi Kusumaningrum: Keterkaitan Hak Anak dan Keadilan Gender
Abby Gina Diperlukan Dalam Kebijakan untuk Mengakhiri Penyisihan Sosial di Indonesia

jejaring remaja dan anak muda untuk menyusun mekanisme respons yang
relevan.

Keempat, apa anak paham pilihan-pilihan apa yang ia punya? Misalnya,
berbagai bentuk penyuaraan pendapat dengan masing-masing kelebihan
dan kekurangannya.

Terakhir, apa anak punya pemahaman lengkap tentang apa yang ia ingin
suarakan? Lagi-lagi, itu tugas kita untuk menyediakan akses pada materi-
materi relevan yang jelas, berguna, dan ramah anak.

Budaya, norma dan agama seringkali dibenturkan dalam mendorong
pemenuhan hak anak, terkhusus hak anak perempuan. Bagaimana
pandangan Ibu mengenai situasi ini?

Ini berkaitan dengan faktor-faktor pendorong dan penarik yang saling
mengekalkan ketidakadilan dan kekerasan di atas. Masih ingat ya saya bilang
semua selalu beroperasi dalam konteks? Nah, saya percaya konteks itu ada
dua: shocks atau guncangan hebat yang terjadi sewaktu-waktu, seperti
bencana alam, iklim, atau seperti yang sekarang kita alami, pandemi. Satu
lagi shifts, atau pergeseran norma sosial secara perlahan-lahan, termasuk
norma agama dan norma sosial. Pandangan saya tentang hal ini adalah
pemenuhan sebagaimana juga pelanggaran hak-hak anak selalu terjadi
dalam konteks, bukan dalam vakum. Baik guncangan maupun pergeseran
norma pasti ikut membentuknya.

Contoh: memasuki tahap awal pandemi global COVID-19 ini beberapa
bukti sudah menunjukkan meningkatnya laporan dan dugaan terjadinya
kekerasan dalam rumah tangga pada anak dan pada perempuan. Ini contoh
pelanggaran hak anak dalam konteks guncangan. Tapi, apa iya KDRT pada
anak dan perempuan diakibatkan semata-mata oleh pandemiini. Belum ada
bukti kuat untuk bilang iya, karena bukti yang ada justru mendukung fakta
bahwa KDRT juga dikukuhkan oleh norma. Berdasarkan Survei Pengalaman
Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) oleh BPS (Badan Pusat Statistik) tahun
2016 diketahui bahwa 1 dari 3 perempuan usia 15-64 tahun di Indonesia
mengalami kekerasan oleh pasangan dan selain pasangan selama hidup
mereka. Sekitar 1 dari 10 perempuan mengalaminya dalam 12 bulan terakhir.
Sementara Survei Pengalaman Hidup Laki-laki tentang Kekerasan, yang
adalah survei terbatas terhadap 2577 responden oleh Rifka Anisa tahun 2015
menunjukkan bahwa 53 persen dan 56 persen responden laki-laki berturut-
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turut di Jakarta dan di Jayapura mengaku pertama kali memaksa perempuan
berhubungan seksual ketika mereka berusia 20-29 tahun (Jakarta) dan 15-19
tahun (Jayapura). Jelas ada peran sikap gender yang membahayakan dalam
terjadinya kekerasan pada perempuan dan anak-anak perempuan.

Menurut saya, kerja hak-hak anak telah berhasil membuat orang sadar
bahwa kekerasan pada anak nyata terjadi (happening), membahayakan
(harmful), dan dipicu oleh manusia (human-made). Pekerjaan rumah
kita adalah meningkatkan kemampuan dalam merancang dan
mengimplementasikan kebijakan yang ampuh mengatasinya. Kerja ini pun
ada dalam lingkungan shocks dan shifts itu. Kita semua harus mewaspadai
norma-norma sosial yang bergeser dan guncangan seketika yang secara
tidak proporsional akan memengaruhi kelompok rentan, termasuk anak-
anak perempuan. Betul kita tengah menghadapi konservatisme agama yang
menguat, termasuk dalam arena kebijakan. Inimembahayakan bilamembuat
pengambil kebijakan jadi tidak lagi mengindahkan ilmu pengetahuan dan
data, atau menyederhanakan respons berbasis ajaran agama yang tidak
di-konteks-kan dan dibuat adil untuk semua identitas. Selain itu, kita juga
masih harus awas agar isu kekerasan tidak disederhanakan menjadi “ini
akibat kemiskinan’, “akibat salah asuh’, dan “tidak ada terjadi kalau anak-anak
kita kontrol habis-habisan.”

Di tengah berbagai tantangan shocks dan shifts, saya kok masih percaya
ya bahwa memperjuangkan hak-hak anak adalah awal yang strategis
untuk tujuan yang lebih besar, termasuk kepentingan orang dewasa
juga, yaitu mengakhiri penyisihan sosial, menjaga kebebasan sipil, dan
mempertahankan demokrasi.

Bagaimana pandangan ibu tentang keterkaitan Hak Kesehatan Seksual
dan Reproduksi (HKSR) dengan hak-hak anak? Seperti apa pola
pendidikan HKSR yang dapat dikembangkan di Indonesia?

Sangat penting.Kita harus mengelola bias dan berbagai kekhawatiran kita
sebagai orang dewasa. Alih-alih menyensor berbagai informasi tentang seks,
kita seharusnya bisa menguatkan konten pendidikan tentang seksualitas,
yang aman dan mendorong sikap menghormati konsen dan menghargai
tubuh dan ranah pribadi sejak anak-anak. Alih-alih menakut-nakuti dengan
mendorong kriminalisasi terhadap berbagai perilaku seks, kita perlu fokus
pada pengembangan pendidikan kesehatan reproduksi, yang berbasis bukti
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dan terpadu dalam menjamin akses anak-anak dan remaja ke pengetahuan
dan fasilitas kesehatan reproduksi berkualitas.

Kita tahu bahwa anak-anak yang berpeluang besar untuk tumbuh
optimal adalah anak-anak yang lahir dari orangtua yang merencanakan dan
mengelola kehamilan mereka dengan baik. Bayi yang lahir dari ibu yang saat
hamil masih berusia anak memiliki risiko lebih besar mengalami kematian,
menderita sakit, lahir pendek (stunted), dan malnutrisi. Oleh karena itu, alih-
alih mengkriminalisasi pengguguran kehamilan tanpa melihat konteks,
pemerintah harus menjamin hak anak-anak atas informasi dan layanan
kesehatan reproduksi yang komprehensif, memastikan perempuan
(termasuk remaja) dan ibu hamil mendapat asupan gizi yang layak, bisa
mengakses fasilitas kesehatan, dan selalu terbuka kesempatannya untuk
menunda kehamilan. Memenjarakan pelaku seks berisiko malah dapat
mendorong remaja menyembunyikan atau mengatasi sendiri kehamilan
mereka. Karena itu, remaja, baik perempuan maupun laki-laki, harus dapat
mengakses layanan kespro dan informasi tentang cara mengelola gairah
seksualnya secara sehat dan bermartabat.

Apakah peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ada di
Indonesia telah memasukkan prinsip-prinsip hak anak dan keadilan
gender? Apa pandangan ibu terkait situasi ini?

Indonesia sudah memiliki berbagai regulasi tentang anak, mulai dari
UUD sampai dengan berbagai peraturan di tingkat Menteri. Indonesia juga
sudah memprioritaskan anak di dalam berbagai dokumen perencanaan dan
program pembangunan, termasuk dalam RPJMN 2020-2024. Tetapi, untuk
menjamin peraturan yang betul-betul berprinsip hak-hak anak dan keadilan
gender, judul saja tidak cukup. Kebijakan harus dibentuk bukan hanya
berdasar niat baik tetapi harus dengan data dan analisis. Kebijakan harus
dibentuk bukan sebagai reaksi atas emosi publik akibat kasus yang banyak
diliput media, melainkan untuk mengatasi dampak jangka panjang dari
terlanggarnya hak-hak anak. Kebijakan harus dinilai bukan dari tujuannya,
tetapi dari implikasinya, bagaimana ia memengaruhi hidup warganya.

Setiap merumuskan pasal, cek dulu apakah rumusan itu bias kelas, bias
gender, atau bias perlindungan anak. Tentunya ini jauh dari sederhana.
Kerja ini kerja politis, selalu ada tarik-menarik kepentingan di dalamnya.
Tetapi pada prinsipnya, kami di PUSKAPA percaya bahwa kebijakan harus
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ditetapkan berdasarkan bukti bukan emosi, dan pengambil kebijakan
berkewajiban untuk membuat keputusan yang memperhitungkan potensi
dampak sebuah aturan, bukan dari niatan yang mendasarinya.

Juga, memastikan sistem kita melindungi hak-hak anak dan keadilan
gender tidak cukup dari hanya memperhatikan aturan yang terkait anak
dan perempuan saja. Untuk memastikan anak terlindungi, kita tidak cukup
hanya fokus di hal-hal yang berhubungan langsung dengan anak: keluarga,
teman-teman sebaya anak, guru, sekolah, dokter, bidan, dan sebagainya.
Kesentosaan anak juga berhubungan dengan bagaimana sistem sosial,
ekonomi, politik, peradilan, dan hukum bekerja.

Selain itu, agar aturan benar-benar adil, ingat bahwa selalu ada anak
yang lebih rentan dari anak yang lain. Anak-anak ini punya risiko lebih besar
karena secara struktur mereka punya pilihan hidup yang lebih terbatas.

Terakhir, kebijakan sebaik apa pun, termasuk untuk anak atau untuk
keadilan gender, akan sulit terlaksana efektif bila institusi tidak akuntabel
dan demokrasi tidak dijaga. Institusi bisa akuntabel bila sistem didukung
data dan transparan, kalau kita punya pers yang cerdas dan bebas, kalau
masyarakat sipil dan warga aktif dan terlibat. Jadi, kebijakan untuk anak atau
untuk keadilan gender juga harus didukung oleh kebijakan yang melindungi
kebebasan sipil, berpendapat, dan berekspresi.

Peraturan perundang-undangan terkait anak mulai memerhatikan
hak-hak anak perempuan (salah satunya amandemen terhadap
Undang-Undang Perkawinan yang meningkatkan batas minimum usia
perkawinan bagi anak perempuan dari 16 ke 19 tahun). Namun masih
banyak yang mempertanyakan implementasi dari perubahan aturan
ini. Bagaimana pandangan ibu mengenai ini?

Bersama-sama dengan BPS, Bappenas, KPPPA, dan UNICEF, PUSKAPA
baru saja meluncurkan laporan tentang perkawinan anak tahun 2019.
Ditemukan, pada tahun 2018, 1 dari 9 anak perempuan menikah di
Indonesia. Perempuan umur 20-24 tahun yang menikah sebelum berusia 18
tahun di tahun 2018 diperkirakan mencapai sekitar 1.220.900 dan angka ini
menempatkan Indonesia pada salah satu dari sepuluh negara dengan angka
absolut perkawinan anak tertinggi di dunia. 11,21 persen perempuan 20-
24 tahun dikawinkan sebelum mereka berumur 18 tahun. Provinsi dengan
prevalensi perkawinan anak tertinggi adalah Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah
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dan Sulawesi Tenggara. Provinsi dengan angka absolut kejadian perkawinan
anak adalah Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah.

Dalam sepuluh tahun terakhir, hanya ada penurunan kecil untuk
perkawinan anak di Indonesia yaitu 3,5 poin persen. Lalu, kemenangan kecil
diperoleh pada Oktober 2019, ketika Pemerintah Indonesia mensahkan
Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 yang merupakan perubahan atas UU
nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Sekarang, apakah meningkatkan
batas minimal usia kawin ini cukup untuk mengatasi kawin anak? Menurut
saya bahkan bukan cuma soal implementasinya, tetapi apakah masalah
kawin anak cukup bisa dipecahkan dengan aturan dan pelaksanaan aturan
tersebut?

Dari berbagai bukti ilmiah, laporan tersebut mensintesiskan bahwa
perkawinan anak dapat berkaitan dengan berbagai faktor, baik yang bersifat
struktural maupun yang berasal dari komunitas, keluarga, maupun kapasitas
individual. Misalnya, anak yang lebih rentan terhadap perkawinan anak
adalah anak perempuan, anak yang tinggal di keluarga miskin, di perdesaan,
dan memiliki pendidikan rendah. Tentu saja, aturan peningkatan usia kawin
tidak bisa mengatasiini.

Selain perubahan usia minimum menikah untuk perempuan, perkawinan
anak juga menjadi prioritas di dalam RPJMN. Selain itu, kawin anak telah
menjadi bagian intervensi kampanye nasional stop perkawinan anak, Kota
Layak Anak, Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM), dan
berbagai program pendidikan kesehatan reproduksi dan seksual yang ada.

Perkawinan anak adalah cerminan terbatasnya pilihan sosial bagi anak-
anak perempuan. Berbagaikebijakan dan program diatas belum cukup untuk
meluaskan pilihan-pilihan sosial bagi anak-anak perempuan, mencegah dan
mengatasi perkawinan anak, serta dampak-dampak negatifnya.

Lewat laporan itu, kami merekomendasikan lima langkah, yaitu: 1)
penguatan hukum dan kebijakan yang melindungi anak perempuan dari
perkawinan anak termasuk yang lebih lanjut memastikan bahwa kebijakan
baik yang sudah ada tidak justru menyembunyikan fenomena perkawinan
anak seperti peningkatan usia minimum perkawinan, 2) memastikan
layanan pendidikan dan kesehatan berkualitas untuk mencegah dan
menangani perkawinan anak bagi semua anak terutama bagi kelompok
anak yang lebih rentan dibanding anak lainnya, 3) mengatasi kemiskinan
yang menjadi salah satu faktor yang mendorong terjadinya perkawinan
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anak dengan memadukan pendekatan perlindungan anak, penguatan
kapasitas pengasuh utama anak, dan penguatan sistem kesejahteraan anak
dalam program bantuan dan perlindungan sosial, 4) perubahan pola pikir
mengenai dan perlindungan akses anak pada hak kesehatan seksual dan
reproduksi, kesetaraan gender dan partisipasi kaum muda, 5) mendukung
riset lebih lanjut yang berfokus kepada intervensi yang sudah dilakukan
untuk anak perempuan yang menikah, KDRT yang terjadi setelah perkawinan
anak, perkawinan anak di daerah perkotaan dan perkawinan anak laki-laki.
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Rama Sayudhia

Anak laki-laki (15 tahun) yang tinggal bersama orang tuanya dan
keluarga besar di sebuah desa kecil di dekat pelabuhan Lombok
Barat. Sejak kecil, Rama sudah melihat praktik kekerasan dan
perkawinan anak di sekitarnya. Realita pahit ini membuatnya
tergerak untuk menciptakan masa depan yang lebih baik untuknya
dan anak-anak di Lombok Barat.

Karakter Kerentanan Anak Perempuan Terhadap Eksploitasi Seksual Komersial (ESKA):
Studi Kasus di Lombok dan Jakarta

Anak perempuan korban Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA) di daerah Jakarta dan Lombok
memiliki karakter kerentanan yang unik, sehingga tanpa memahami karakter kerentanan di
kedua wilayah itu maka dukungan terhadap mereka tidak bisa optimal. Artikel ini bertujuan
memaparkan dan menganalisis pengalaman proyek Down to Zero yang dilakukan oleh Plan
International Indonesia (PIl) di Jakarta Utara, Jakarta Timur, Lombok Barat dan Lombok Tengah.

Anak Perempuan Menggapai Mimpi Menjadi Pemimpin: Studi Kasus Program ‘Girls Take
Over’ di Indonesia

Tulisan ini dimaksudkan untuk menekankan pentingnya tindakan afirmatif untuk mendorong
kepemimpinan perempuan yang hal ini penting untuk dimulai sejak usia remaja. Sejak usia
anak-anak, ruang gerak perempuan terbatasi akibat budaya patriarki yang mendiskriminasi
perempuan di kehidupan sosial, budaya, politik, pendidikan dan sebagainya. Secara khusus,
tulisan ini mengkaji salah satu contoh tindakan afirmatif yaitu Girls Take Over yang bertujuan
untuk mendorong kepemimpinan anak perempuan di Indonesia.

Keadilan Gender dan Hak Anak dalam Advokasi Penghapusan Legalisasi Perkawinan Anak
dalam Undang-undang Perkawinan di Indonesia

Pada tahun 2019, pembedaan batas usia minimal perkawinan untuk perempuan dan laki-laki
dihapuskan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Usia minimal
perkawinan perempuan dinaikkan menjadi 19 tahun--yang sebelumnya 16 tahun. Penelitian ini
memaparkan dan menganalisa perdebatan dalam proses perubahan undang-undang tersebut
dan menemukan bahwa persoalan perkawinan anak tidak dapat memisahkan persoalan hak
anak dengan keadilan gender.
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